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ABSTRAK 

       Indonesia saat ini sedang dilanda wabah Covid-19 yang signifikan 

terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama perekonomian yang 

menjadi kendala tersendiri bagi debitur dalam memenuhi komitmen 

pembayaran kreditnya. Mencari perlindungan hukum bagi debitur yang 

mengalami Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang macet di masa pandemi Covid-

19 menjadi tujuan penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian normatif, artinya dilakukan dengan melihat melalui data hukum 

sekunder atau sumber pustaka. Berdasarkan temuan kajian tersebut, 

pemerintah telah menetapkan pedoman berupa perintah eksekutif atau 

putusan OJK untuk melindungi peminjam dengan kredit selama pandemi 

COVID-19. sedangkan Lembaga perbankan bertanggung jawab untuk 

melaksanakan kebijakan yang diminta pemerintah. Kesimpulannya, 

Pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada debitur yang memiliki 

kredit di masa pandemi COVID-19 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 

12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional . Otoritas Jasa 

Keuangan Republik Indonesia juga mengesahkan Peraturan Nomor 

11/POJK.03/2020 tentang Penggerak Perekonomian Nasional Sebagai 

Kebijakan Countercyclical Menyikapi Dampak Penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 pada tahun yang sama. Bank terus menjalankan skema tersebut 

dengan memberikan dukungan keuangan kepada peminjam. 
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